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PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
NOMOR 28 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROPINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 200G tentang
Pembentukan Propinsi Banten, perlu membentuk
Susunan  Organisasi dan Tata Kerfja Badan
Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Banten;

b. bahwa pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Badar Pemberdayaan Masyarakai Propinsi Banten
sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu
ditetapkan dengar. Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1374 tentang Pokok-
_ " pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1974 Nor.or 55, Tambanan Lembaran

Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); '

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839);

Unqang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran -Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3848).;

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4010);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenaiigan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonom (.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2900 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (l.embaran
Negara Republk !ndonesia Tahuin 2000 Nomor 165);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan (Caerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Teambahan Lembaran
Negara Nomor 4090);
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Négara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4095),

10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Rencana Strategis Daerah (Lembaran Daerah Tahun
2002 Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata
Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI BANTEN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH PROPINS! BANTEN TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA BADAN PEMBERDAYAAN  MASYARAKAT
PROPINSI BANTEN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimeaksud dengan :

1. Daerah adalah Propirsi Banten;

2. Pemerintah Daerai adalah Gubernur, beserta perangkat daerah otonom
yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Propinsi Banten;

3. Guberur adalah Gubernur Banten;

- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Bacan Legislatif Daerah Propinsi Banten;

5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekrewariat
Daerah Propinsi Banten;
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sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekrela

Daerah Propinsi Banten; ans

7 Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah Badan Pembey tayasg
Masyarakat Propinsi Banten, _

8. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat yang se!an;mn?»a disebut
adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Banten: Kepaia

9 Dinas/Lembaga Teknis Daerah adalah Dinas/Lembaga Teknis Daeran
Propinsi Banten,

10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipi| yang

diberi hak dan wewenang secara penuh dan pejabat yang be"-'ﬁnang

sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Perangkat

Daerah. |

6.

BAB Il
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pemberdayaan Masyarakat
Propinsi Banten. -

BAB HI
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasat 3

Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah merupakan unsur penunjang
pemerintah Propinsi, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepacda Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Gubemur

dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang Pembeiuayaal
Masyarakat.
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Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan lugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Badan
Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. penunjang penyelenggaraan pemerinftahan dibidang Pemberdayaan
Masyarakalt;

b. pengkoordinasian rencana/kegiatan program Pemberdayaan Masyarakat di
wilayah Propinsi/Kabupaten/Kota,

c. pengendalian dan evaluasi serta supervisi pelaksanaan program
Pemberdayaan Masyarakat;

d. perumusan kebijakan teknis dibidang kelembagaan Desa dan Masyarakat;

e. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pelatihan keterampilan
masyarakat;

f. perumusan dan penyiapan kebijakan pelaksanaan sosial budaya
masyarakat;

g. perumusan dan penyiapan kebijakan pelaksanaan usaha ekonomi
masyarakat;

perumusan dan penyiapan kebijakan pelaksanaan pemanfaatan Sumber
Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;

i. pelaksanaan Tata Usaha, Kepegawaian, Kinerja, Sarana dan Prasarana
serta Rumah Tangga;

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasa! 6

Susunar. Organisaci Badan Pembterdayaan Masyarakat terdiri dari :
Kepala;

Sekretariat,

Bidang Bina Program;

Bidang Kelembagaan dan Pelatihan;

Bidang Sosial Budaya Masyarakat

Bidang Usaha Ekonomi Desa;
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Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
Kelnnipnk Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai  (ugas membantu Ke.pala dalam  tygas

kesekretariatantata usaha, keuangan, kepegawaian dan pefundang.

undangan. _

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasy

ini. Sekretariat mempunyai fungsi : .

a. penyusunan program kerja dalam bidang kesekrefariatan, tata usaha,
urusan umum dan rumah tangga;

b. penyusunan pelaksanaan program kerja dalam bidang keuangan;

¢. penyusunan pelaksanaan program kerja dalam bidang kepegawaian:

d. penyusunan pelaksanaan program kerja dalam bidang hukum dan
perundang-undangan;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Sekretariat, membawahkan :

a. Sub Bagian Keuangan;

b. Sub Bagian Kepegawaian;

c. Sub Bagian Umum;

d. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 8

Bidang Bina Program mempunvai tugas membantu Kepaia Badan dalam
menghimpun daia dan informasi, mengkoordinasikan mengendalikan,
mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat serta menyusun dan
menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Gubernur melalui Kepala.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,
Bidang Bina Program mempunyai fungsi : |

a. penghimpunan, pengolahan data dan informasi program pemberdayaan

masyarakat;

b. penyusunan rencana dan pengkonrdinasian prcoram pembercayaan

masyarakat;

pengendalian program pemberdayaan masyarakat;

-
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program pemberdayaan
masyarakat;

.
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e. pelaksanaan lugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

(3) Bidang Bina Program, membawahkan :

(1)

)

)

Sub Bidang Data dan Informasi:
Sub Bidang Koordinasi Program;
Sub Bidang Pengendalian Program;
Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

caoow

Pasal 9

Bidang Kelembagaan dan Pelatihan mempunyai tugas membantu Kepala
Badan dalam membina dan meningkatkan peranan lembaga desa, lembaga
masyarakat, mengembangkan  sumber  daya manusia dan
menyelenggarakan pelatihan keterampilan masyarakat serta partisipasi
masyarakat dan menyusun, menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada
Gubemur melalui Kepala.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal

ini, Bidang Kelembagaan dan Pelatihan mempunyai fungsi :

a. genyiapan bahan pembinaan teknis peningkatan peranan lembaga

esa;

b. penyiapan bahan pengolahan profil dan potensi desa;

C. penyiapan program evaluasi prestasi desa dan Tentara Manunggal
Masuk Desa;

d. penyiapan bahan pembinaan teknis peningkatan peranan lembaga
masyarakat;

€. pengembangan sumber daya manusia dan penyelenggaraan pelatihan
keterampilan masyarakat; |

f. pencerdasan masyarakat melalvi perpustakaan desa/kelurahan;
peningkaan partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat dalam
pembangunan desa/kelurahan;

h. penyusunan data keluarga miskin di wilayah Propinsi/ Kabupaten/Kota:

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Bidang Kelembagaan dan Pelatihan, membawahkan :

a. Sub Bidang Lembaga Desa;

b. Sub Bidang Lembaga Masyarakat;

+ €.# Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Pelatihan;

d. Sub Bidang Partisipasi Masyarakat.
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Pasal 10

(1) Bidang Sosial Budaya Masyarakal mempunyal tugas membanty Kepala

(2)

©)

0

i uk teknis pembinaan Pembery

Sl el s s mm:ﬁan Kesa]atﬂerann Keluarga g,?:)"

Perempuan, Pemberdayaan Al Lamt .

Ketahanan Keluarga, Pembinaan Anak dan Remaja, aga Ada,

Budaya dan Tradisi Masyarakat dan penyampaian laporan hasil kegiata

- bernur melalui Kepala.

b?f:ﬁsamitl’aksanakan fugas sebagaimana dimakgud pfida ayal (1) Pasal

ini, Bidang Sosial Budaya Masyarakat memp_unyal fungsi :

a. penyusunan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan perempuar,
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan kesetaraan
jender;

b. i}enyusunan perumusan petunjuk teknis dalam I':-elahanan kelua'rga,
melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait yang menangani
masalah-masalah kesehatan, Keluarga Berencana, bencana alam,
narkoba dan masalah sosial lainnya;

C. penyusunan perumusan petunjuk teknis, pembinaan anak dan remaja;

d. penyusunan perumusan petunjuk teknis, pengembangan lembaga adat,
budaya dan tradisi masyarakat:

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan
tugas dan fungsinya. 4

Sidang Sosial Budaya Masyarakat membawahkan :

a. Sub Bidang Pembeidayaan Perempuan dan Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga (PKK); -

b. Sub Bidang Ketahanan Keluarga;

C. Sub Bidang Pembinaan Anak dan Remaja;

d. Sub Bidang Lembaga Adat, Budaya dan Tradisi.

Pasal 11

Eidang Usaha Ekonomi Desa mempunyai tugas membantu Kepala Badan
dalam merumuskan bahan pembinacn teknis pelaksanaan dan evaluasi
bantuan pembangunan de<a, Pengembangan usaha ekonomi desa dan
perkreditan, usaha produksi dan Per.asaran produk 1'ngyulan, peningkatan

usaha ekonomi keluarga dan masyarakat dan menyampaikan laporan hasil
kegiatan kepada Gubernur melalui Kepala,
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimakw‘d pada ayat (1) Pasal

ini, Bidang Usaha Ekonomi Desa mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan pembinaan teknis pelaksanaan dan evaluasi bantuan
pembangunan desa; )

b. penyiapan rumusan pembinaan teknis pengembangan usaha ekonomi

desa dan perkreditan;

penyiapan rumusan pembinaan teknis produksi dan pemasaran; -

penyiapan rumusan pembinaan teknis peningkatan usaha ekonomi

keluarga;

e. penghimpunan dan pengolahan data kelompok usaha ekonomi

keluarga dan masyarakat:

fasilitasi peluang pasar dan promosi produk unggulan;

fasilitasi peningkatan mutu dan jenis produk usaha masyarakat;

fasilitasi penyediaan modal kerja kelompok usaha masyarakat;

pembinaan tata laksana usaha masyarakat/keluarga:

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Bidang Usaha Ekonomi Desa, membawahkan :
a. Sub Bidang Bantuan Pembangunan: .

b. Sub Bidang Usaha Keluarga;

C. Sub Bidang Produksi dan Pemasaran:

d. Sub Bidang Perkreditan.

Qo
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Pasal 12

Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas

membantu  Kepala merumuskain petunjuk  teknis  pembinaan,

pendayagunaan dan pemanfaatan sumber daya alam, sarana dan

prasarana sumber daya alam, pemasyarakatan teknologi tepat guna,

pengkajian dan penerapan teknologi tepat guna sera menyusun dan

menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Gubernur melalui Kepala.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal

ini, Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai

fungsi :

a. perumusan kebijak2n teknis dibidang potensi sumber daya alam:

b. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pemanfaatan

* sumber daya alam yang dilaksanakan oleh masyarakat;

C. perumusan kebijakan teknis dibidang pemanfaatan dan pelestarian
lingkungan alam dan lingkungan buatan;
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d. perumusan kebijakan teknis dalam pemberdayaan masyarakat dibidan,
pemeliharaan lingkungan ala:_n dﬂl:i lingkungan buatan; ibidang

e. perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan ke

masyarakat dalam pengelolaan daf} pelestarian .mw daya alam;

perumusan kebijakan teknis dibidang pembinaan pemasyarakaan

teknologi tepal guna,

perumusan kebijakan teknis dibidang pemasyarakatan, pengkajian dan

penerapan teknologi tepat guna; .
h. perumusan kebijakan teknis dibidang kerjasama dengan instan

' “terkait, dunia usaha dan Perguruan Tinggi dalam pemanfaatan

teknologi tepat guna; .
i. pelaksanaan lugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan

tugas dan fungsinya.
(3) Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, membawahkan :

a. Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam;

b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Sumber Daya Alam;

c. Sub Bidang Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna,

d. Sub Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tepat Guna.

Pasal 13

Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempuryai tugas melaksanakan sebagian fugas
Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutchan.

Pasal 15

(1) K_elompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumiah tenaga fungsional yang
g::nur dan ditetapkan berdasarkan pcraturan perundang-undangar yang
raku.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

10
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(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. '

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 16

(1) Pejabat Struktural Eselon Il dan Pejabat Fungsional pada Badan
Pemberdayaan Masyarakat Propinsi diangkat dan diberhentikan oleh
Gubemur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pejabat Struktural Eselon 1ll kebawah pada Badan Pemberdayaan
Masyarakat Propinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemberhentian Pegawai Negern Sipil dari Jabatan Struktural dan
Fungsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang beriaku. ;

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Banten dibebankaq
kepada Anggarar. Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber-
pembiayaan lainnya yang syah sesuai ketertuan perundang-undangan yang
berlaku. :

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 18

alam jap pimpi it organisasi dan kelompok
Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi pok
tenaga fungsional di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi

11
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wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baj datan

anisasi dilingkungan p :
: a maupun antar satuan org _ emeriny
gnagetgggzzg‘; dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesug; de“ggg

tugasnya.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Pemanfaalan sarana, prasarana, sumber daya aparatur kepegawaian dap
pembiayaannya dialur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Uraian tugas dari masing-masing Jabatan Struktural pada Badan

Pemberdayaan Masyarakat disusun secara tersendiri dalam Keputusan
Gubernur.

Pasal 21

Ketentuan lainnya, sebagai xelengkapan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini
akan diatur dan ditetapkan tersendiri dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 22

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan
Perundang-uncangan yang mengatur hai yang sama dinyatakan tidak berlaku
lagi.

Pasal 23
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Banten.

12
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Diundangkan di Serang
pada tanggal 3 Juni 2002

Sekretaris Daerah
Propinsi Banten,
tid
Drs. H. Ayip Muflich

Pembina Utama Muda
NIP. 010 096 099

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 29 Mei 2002

GUBERNUR BANTEN,

Lid

H. D. MUNANDAR

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BANTEN TAHUN 2002 NOMOR 29

S A R M A i
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
NOMOR 28 TAHUN 2001
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PROPINSI BANTEN

A. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah,
Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintahan dan Kewenangan Pemerintahan Propinsi sebagai Daerah
Otonom serta dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000
tentang Pembentukan Propinsi Banten, maka dengan adanya paradigma
baru dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia, yaitu adanya
penambahan jumlah Propinsi, dan Propinsi Banten adalah Propinsi ke 30.
Perubahan yang cukup signifikxan tersebut diantaranya pada pelaksanaan
Pemerintahan di Daerah yaitu adanya pengembangan Daeran Otonom
yang fuas, nyata dan bertanggung jawab bagi Daerah Propinsi,

Kabupaten/Kota.

Pemberian otonomi kepada Daerah sebagaimana dijelaskan dalam
Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas, memberik.an kepada
Daerzh lebih luas dan bertanggung jawab dalam menentuk_an wl.nlah, dan
nomenklatur Kelembagaan Perangkat Daerah yang disertai adanya
pelimpahan pembiayaan, secuai dengan kewenangan _Daerah _dap
dilaksanakan oleh Daerah berdasarkan kebutuhan, potensi, karakteristik

dan kemampuan Daerah itu sendiri.
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ahan yang mendasar dari sisi kelembagaan juga —

perubahan  yang signifikan pada garis kebijaksanaan = o
pengendalian serta pertanggung jawaban Perangkat %m;naai'
diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 22 Taho aerap

Sebagaimanad
han Daerah bahwa Perangkal Daerah terdir
N day

tentang Pemerinta
sckretariat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Pemberdayaan Masya :
ra at

sebagai Lembaga Teknis Daerah.

Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagaj
penunjang Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan penyelen unsur
Pemerintahan, yang jumlah dan besaran organisasinya diseSUaikanggearaan

Ngan

kebutuhan Daerah.

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah  sebaga;
dijelaskan diatas harus didasarkan pada kebutuhan, kondisi, karzlizl(felrr‘l‘?‘l"‘a
potensi dan kemampuan Daerah, dengan selalu mengacy o
memperhatikan bidang/kelompok kewenangan sebagaimana diatur ¢ i
Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 yang mengaturalam
menetapkan perimbangan keuangan antara Pemerintahan Pusat =
D_aerah, agar nantinya dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerint =
di Daerah tidak memberatkan bagi Daerah dalam sektgr?g;g;]i

pembiayaannya.
Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Undang-
Tahl{n .1999 pelaksanaan azas dekonsentrasi di!etaikl;rrlldapnagdgq OE)na[: 25
Propm? daiam kedudukannya sebagai Wilayah Administratif un:ik
'r:;ela;aanakan kewenangan- Pemerintahan tertentu, yang dilimpahkan
e{)aak*z Gubernur sebagai w_akil Pemerintahan, sedangkan azas
gleh ;er;?:q iugr;las pemt{an-tuan diproyeksikan sebagian akan dilaksanakan
o rintahan Propinsi dan sebagian lainnya akan dilaksanakan oleh
abupaten/Kota bahkan dimungkinkan oleh Desa/Kelurahan.

mengatursgzarga‘.m ana telah  diketahui dalam Undang-undang yang

vahin 1674 e“;‘éailan Daerah sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 5

Kelembagaan/Or ntang  Pokok-pokok  Pemerintahan di  Daerah,

bentuk yaitu ler?]imsas' Pemerintahan Propinsi terbagi dalam beberap

Negeri, Unit Pel ads deS?ntrahsasi, dekosentrasi Departemen Dalam
' elaksana Teknis Dinas dan Instansi Vertikal di Daerah.

Selanj
1999, di De:z?élrit%a dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun
nya ada kelembagaan/organisasi desentralisast, kecuall

Perub ‘
diserty,
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beberapa bidang kewenangan tertentu dan |

ainnya sebagai .
Jalam Pasal 9 dan Pasal 11, Undang-undang Nomor 22 Tamnuqn;gnga diatyr

Atas dasar pertimbangan sebagaimana dgelaskan

i : n di
untuk  mengakomodasikan  olonomi  Daerah yang fuas z{;:t; m:;a
bertangqung jawab' sebagal_ pelaksanaan amanat lhdang~undang Nom n
22 Tahun 1999 di Propinsi Banten secara bertahap da =

n "
dilakukan penataan terhadap kelembagaan/ org berkelanjutan

. ) anisasi Perg kat Dae
sejalan dengan usia/keberadaan Pemerintahan Propinsi Bantgg yang rei;:?ﬁ

masih baru, untuk dapat sejajar dengan Propinsi lainnya dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia. -

Dari hasil kajian dan penataan dimaksud ditetapkan Peratyran
Daerah Propinsi Banten tentang pembentukan organisasi Perangkat
Daerah, yang pada gilirannya akan melaksanakan tugas dan kewenar;gan
Daerah Propinsi sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur
berdasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, dalam rangka penyelenggaraan umum Pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Atas dasar tugas dan fungsi serta beban kerja Badan
Pemberdayaan Masyarakat maka untuk kelancaran pemberian pelayanan
kepada masyarakat dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu meninjau kembafi
Keputusan Gubernur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan,

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi
Banten.

PASAL DEMI PASAL

s w“

Pasal 1 sampai dengan Pasal 23 cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR
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